
 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK          
NOMOR  11                                                                                                                 TAHUN  2011   

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR  11 TAHUN  2011  

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  

KOTA DEPOK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang   : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih bagi 

masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang 

aktivitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok. 

  b. bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok dalam bentuk                

tarif air  minum; 

  c. bahwa untuk mengatur dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, diperlukan pedoman penetapan tarif air minum yang 

diatur dengan Peraturan Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam          

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Depok; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3219); 
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  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999          

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 3821); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4279); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371); 

  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 
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  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan                

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004              

Nomor 4438); 

  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

  17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang                           

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043); 

  18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  20. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 
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  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara 4161); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan 

sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4490); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4578); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada 

Perusahaan  Daerah Air Minum; 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48); 

  30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang 

Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam 

Penyediaan Infrastruktur; 
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  31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45 ) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02               

Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 02); 

  32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 

Nomor 07); 

  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06); 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

  dan  

  WALIKOTA DEPOK 
  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR 

MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK. 
   

  BAB I 
  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

  5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM 

adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok. 

  6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 

  7. Direksi adalah Direksi PDAM. 

  8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air 

minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan. 
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